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ABSTRAK

Judul Penelitian : Konsep Implementasi Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Syariah Di
Indonesia

Ketua Peneliti : Dr. Bakti T Endaryono.M.M

Anggota : 1. Herman Susilo SE, MM

2. Tjipto Djuhartono

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan moneter.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas dan mengetahui tentang konsep implementasi
kebijakan moneter dalam ekonomi syariah diindonesia per masalahan dan Langkah solusi yang
dapat dipertimbangan untuk pemerintah. Metode penulisan artikel yang digunakan dengan
menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik dalam pengambilan data penulisan
artikel ini adalah dengan Teknik dokumentasi dapat berupa buku, jurnal, hasil penelitian
terdahulu, arsip. Hasil penelitian ini adalah Langkah-langkah yang dapat dipertimbangankan
dalam permasalahan Konsep implementasi kebijakan moneter dalam ekonomi syariah di
Indonesia adalah 1). Pengembangan Instrumen Moneter Syariah. 2). Koordinasi Antara Bank
Syariah dan Bank Konvensional. 3). Pengembangan Pasar dan Infrastruktur: 4) Pendidikan dan
pelatihan. 5). Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah dan 6). Integrasi dengan
Ekonomi Global. Dengan konsep implementasi Kebijakan moneter pada dasarnya bertujuan
mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas hargadan
pemerataan pembangunan) dan keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran)
serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi, Konsep Manajemen
moneter Islam adalah pengelolaan moneter yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam, yang
diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang kondusif dalam
memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara.



ABSTRACT

Judul Penelitian : The Concept of Monetary Policy Implementation in the Islamic Economy
in Indonesia

Ketua Peneliti : Dr. Bakti T Endaryono.M.M

Anggota : 1. Herman Susilo SE, MM

2. Tjipto Djuhartono

Kata Kunci : Implementation, Monetary policy.

The purpose of this study is to discuss and find out about the concept of monetary policy
implementation in the Islamic economy in Indonesia per problem and solution steps that can be
considered for the government. The method of writing the article is used using a descriptive with
a qualitative approach. The technique in collecting data for writing this article is with
documentation techniques can be in the form of books, journals, results of previous research,
archives. The results of this study are the steps that can be considered in the problem of the
concept of monetary policy implementation in the Islamic economy in Indonesia is 1).
Development of Sharia Monetary Instruments. 2). Coordination Between Islamic Banks and
Conventional Banks. 3). Market Development and Infrastructure: 4) Education and training. 5).
Improvement of Government Regulations and Policies and 6). Integration with the Global
Economy. With the concept of monetary policy implementation basically aiming to achieve
internal balance (high economic growth, price stability and equitable development) and external
balance (balance of payments balance) as well as the achievement of macroeconomic goals,
namely maintaining economic stability, the concept of Islamic monetary management is
monetary management based on Islamic values, which is expected to create price stability and a
conducive economy in the contribute to the achievement of a country's economic development
goals.



BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Teori kebijakan adalah total penyebab dan asumsi lain yang mendasari suatu kebijakan.
Teori kebijakan dapat direkonstruksi dan direpresentasikan dalam beberapa cara, misalnya
melalui hipotesis sebab akibat, grafik, pohon tujuan, dan pohon keputusan, sedangkan Teori
kebijakan didefinisikan sebagai total penyebab dan asumsi lain yang mendasari suatu kebijakan
Hal ini dapat direkonstruksi dan direpresentasikan dalam beberapa cara, misalnya melalui
hipotesis sebab akibat, grafik, pohon tujuan, dan pohon keputusan. Kombinasi berbagai cara
rekonstruksi ini dimungkinkan.

Definisi teori moneter dalam arti luas adalah teori tentang peranan uang dalam
perekonomian, Sedangkan definisi dalam arti sempit adalah teori mengenai pasar uang. Dengan
kata lain, teori moneter adalah teori tentang permintaan (deman for money) dan penawaran akan
uang (money supply). Teori moneter menyatakan bahwa perubahan jumlah uang beredar
merupakan pendorong utama kegiatan ekonomi . Rumus sederhana, persamaan pertukaran,
mengatur teori moneter: MV = PQ. Federal Reserve (Fed) memiliki tiga tuas utama untuk
mengendalikan jumlah uang beredar: rasio cadangan, tingkat diskonto, dan operasi pasar terbuka.

Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai
rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank
Indonesia.. Secara umum saat ini bahwa ada 4 instrumen kebijakan moneter yang umum
digunakan oleh bank sentral, dalam hal ini Bank Indonesia yang meliputi suku bunga acuan,
rasio cadangan wajib, operasi pasar terbuka dan kebijakan moneter diskonto. Sedangkan sampai
saat ini ada 3 kebijakan moneter di Indonesia yang meliputi Penetapan suku bunga. Bank
Indonesia dapat menetapkan tingkat suku bunga untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian,
Membeli surat berharga. Contoh kebijakan moneter di Indonesia lainnya adalah intervensi pasa,
dan Persyaratan cadangan modal bank. Konsep ekonomi moneter merupakan Program Ekonomi
Moneter mempelajari perilaku dan dampak kebijakan moneter, termasuk dampaknya terhadap
suku bunga dan inflasi, serta konsekuensi dari tindakan kebijakan bank sentral . Laporan ini juga
mempertimbangkan kekuatan makroekonomi yang mempengaruhi pengambilan keputusan bank
sentral.

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan
perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang
hingga kini masih terus berlangsung, disamping harus menata sektor riil, yang tidak kalah
penting adalah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan di seputar masalah uang.
Bila dicermati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, juga belahan dunia lain, sesungguhnya
dipicu oleh dua sebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang.(a)
Pertama,persoalanmata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini pasti terikat dengan
mata uang negara lain (misalnya rupiah terhadap dolar AS), tidak pada dirinya sendiri
sedemikian sehingga nilainya tidak pernah stabil karena bila nilai mata uang tertentu bergejolak,
pasti akan mempengaruhi kestabilan mata uang tersebut.(b) Kedua,kenyataan bahwa uang tidak
lagi dijadikan sebagai alat tukar saja, tapi juga sebagai komoditi yang diperdagangkan (dalam
bursa valuta asing) dan ditarik keuntungan (interest) alias bunga atau riba dari setiap
transaksi peminjaman atau penyimpanan uang. Latifah, N. A. (2015).



BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

Dalam konsep ekonomi Islam uang adalah milik masyarakat (money is goods public).
Barang siapa yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah
uang beredar yang dapat mengakibatkan tidak jalannya perekonomian. (Rahmawati, 2009).
Usaha pengendalian keaadaan ekonomi disuatu negara disebut dengan kebijakan moneter. Hal
utamanya adalah mengatur kestabilan nilai uang dan jumlah uang yang beredar ditanah air
masing-masing negara. Kebijakan makro ini diharapkan mampu merespon petumbuhan
ekonomi secara mikro sehingga pertumbuhan ekonomi real akan terwujud, Oleh karena
kebijakan moneter sangat identik dengan uang, maka tugas utama untuk memahami isi tulisan
ini adalah dengan memahami konsep uang. Uang dalam islam adalah memiliki definisi yang
sangat terbatas, salah satu yang sangat terlarang adalah menjadikan uang sebagai objek transaksi.
Keberhasilan kita dalam memaknai uang secara Islam akan membawa pemahaman bulat
terntang kebijakan ekonomi secara islami pula. Ajuna,

L. H. (2017).

Kebijakan moneter dalam ekonomi syariah di Indonesia masih memiliki Permasalahan
yang komplek sehinga masih menjadi perhatian oleh pemerintah saat ini dimana permasalahan
yang meliputi a) Keterbatasan Instrumen Moneter Syariah, Kebijakan moneter konvensional
umumnya menggunakan instrumen seperti suku bunga, operasi pasar terbuka, dan cadangan
wajib bank. Namun, dalam ekonomi syariah, instrumen ini tidak dapat diterapkan karena prinsip
riba (bunga) bertentangan dengan hukum syariah. Oleh karena itu, diperlukan instrumen
alternatif yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti sukuk (obligasi syariah) dan murabahah
(jual beli). b). Koordinasi antara Bank Syariah dan Bank Konvensional, Bank syariah dan bank
konvensional memiliki mekanisme operasional yang berbeda. Koordinasi antara kedua sistem
ini dalam hal kebijakan moneter bisa menjadi tantangan, terutama dalam hal pencapaian tujuan
moneter nasional seperti pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. c). Keterbatasan Pasar
dan Infrastruktur. Pasar instrumen syariah di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan dengan
pasar instrumen konvensional. Ini mencakup keterbatasan dalam jumlah sukuk yang diterbitkan,
serta kurangnya infrastruktur dan platform yang mendukung perdagangan instrumen syariah
secara efisien. d). Ketergantungan pada Instrumen Konvensiona, Banyak kebijakan moneter di
Indonesia yang masih bergantung pada instrumen konvensional yang tidak sepenuhnya sesuai
dengan prinsip syariah. Ini mencakup pengaturan likuiditas dan pengendalian inflasi yang sering
kali mengandalkan suku bunga. e). Keterbatasan Pengetahuan dan Sumber Daya. Sumber daya
manusia dan pengetahuan mengenai ekonomi syariah dan instrumen keuangan syariah mungkin
masih terbatas, baik di tingkat kebijakan maupun di sektor keuangan. Ini dapat menghambat
pengembangan dan penerapan kebijakan moneter yang efektif dalam kerangka ekonomi syariah.
). Regulasi dan Kebijakan Pemerintah, Kebijakan pemerintah dan regulasi yang ada mungkin
belum sepenuhnya mendukung pengembangan ekonomi syariah. Perubahan dalam kebijakan
dan regulasi sering kali membutuhkan waktu, dan ini bisa menjadi penghalang dalam penerapan
kebijakan moneter syariah yang lebih efektif. g). Tantangan Globalisasi dan Integrasi Ekonomi:
Dalam era globalisasi, integrasi ekonomi dengan pasar global dapat mempengaruhi kebijakan
moneter syariah. Fluktuasi nilai tukar dan perubahan kondisi ekonomi global dapat berdampak
pada efektivitas kebijakan moneter syariah di tingkat domestik.



BAB IlI
METODOLOGI PENELITIAN

METODE

Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas dan mendalami tentang konsep kebijakan
moneter dalam ekonomi syariah diindonesia. Metode penelitian yang digunakan dengan
menggunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana yang bertujuan untuk memahami
suatu fenomena dalam kontak sosial secara alami. Metode kualitatif menggunakan data
deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang dapat diamati. Metode ini
fokus pada pengamatan yang mendalam, sehingga dapat menghasilkan kajian atas suatu
fenomena yang lebih komprehensi. Teknik dalam pengambilan data penulisan artikel ini adalah
dengan Teknik dokumentasi dengan metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan
menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan kondisi saat ini
Dokumen-dokumen tersebut dapat berupa buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, arsip,
Dokumen-dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dengan hasil kajian
lain dan dipadukan untuk membentuk satu hasil kajian yang sistematis sebagai bahan referensi
selanjutnya.



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL

Dari beberapa permasalahan, konsep teori dan hasil penelitian terdahulu diatas maka
dapat dihasilkan bahwa yang menjadi solusi untuk dapat diperimbangkan Langkah-langkah
menghadapi permasalahan tersebut meliputi a). Pengembangan Instrumen Moneter Syariah:
dengan Diversifikasi Instrumen pengembanganbangkan dan perbanyak instrumen keuangan
syariah yang dapat digunakan untuk kebijakan moneter dan Inovasi Produk dengan melakukan
inovasi dalam produk dan instrumen syariah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan mendukung
kebijakan moneter. b). Koordinasi Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional : Penguatan
Kerjasama dengan Meningkatkan koordinasi antara bank syariah dan bank konvensional untuk
memastikan efektivitas kebijakan moneter, dan Harmonisasi Kebijakan: dengan Menciptakan
kerangka kebijakan yang harmonis yang mengakomodasi kedua sistem perbankan, sehingga bisa
mencapai tujuan moneter secara bersamaan tanpa konflik. C). Pengembangan Pasar dan
Infrastruktur: Peningkatan Infrastruktur dengan Meningkatkan infrastruktur pasar keuangan
syariah, seperti bursa efek syariah dan platform perdagangan sukuk, untuk mempermudah
transaksi dan meningkatkan likuiditas pasar. Dan Peningkatan Keterlibatan dengan Mendorong
partisipasi lebih besar dari investor domestik dan internasional dalam instrumen syariah untuk
memperluas pasar. D). Pendidikan dan Pelatihan: meliputi Meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan sumber daya manusia di sektor keuangan syariah melalui pendidikan dan pelatihan.
Ini meliputi pelatihan bagi regulator, pengusaha, dan praktisi di sektor keuangan syariah, dan
Penelitian dan Pengembangan dengan Mendukung penelitian dan pengembangan dalam bidang
ekonomi syariah untuk menciptakan solusi dan strategi kebijakan yang lebih efektif. ).
Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah: meliputi Reformasi Regulasi: dengan
Menyusun regulasi yang lebih mendukung perkembangan ekonomi syariah, termasuk
penyederhanaan proses penerbitan sukuk dan pengembangan instrumen syariah lainnya. Dan
Kebijakan Dukungan: dengan Menerbitkan kebijakan yang memberikan insentif dan dukungan
bagi lembaga keuangan syariah, seperti keringanan pajak atau kemudahan dalam regulasi. F).
Integrasi dengan Ekonomi Global: meliputi Kolaborasi Internasional: dengan Berkolaborasi
dengan lembaga-lembaga internasional dan negara lain dalam mengembangkan dan
mempromosikan instrumen keuangan syariah. Ini dapat membantu dalam meningkatkan
kredibilitas dan daya saing pasar keuangan syariah Indonesia. Dan Manajemen Risiko Global:
Mengelola dampak globalisasi dan fluktuasi ekonomi global dengan strategi yang adaptif dan
fleksibel, serta memanfaatkan pengalaman dan praktik terbaik dari negara lain dalam
implementasi kebijakan moneter syariah.
Dari hasil kondisi tersebut maka ada beberapa konsep kebijakan moneter dalam ekonomi
syariah diindonesia yang meliputi:

Konsep Dasar Kebijakan Moneter.

Kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk
mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan
moneter adalah mencapai keseimbangan internal dan eksternal, serta menjaga stabilitas ekonomi,
kebijakan moneter merupakan upaya yang dilakukan oleh bank sentral suatu negara untuk
mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan
moneter adalah mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Ada 3 kebijakan
moneter yang saat ini di Indonesia yaitu Membeli surat berharga, Penetapan suku bunga dan
Persyaratan cadangan modal bank.

Kebijakan moneter pada dasarnya bertujuan mencapai keseimbangan internal
(pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas hargadan pemerataan pembangunan) dan
keseimbangan eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi
makro, yaitu menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja,
kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang seimbang. Kebijakan moneter
dapat digolongkan menjadi dua yaitu a). kebijakan moneter kontraktif (monetary contractive
policy), dimana kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, kebijakan ini
dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi atau disebut kebijakan uang ketat. b).
kebijakan moneter ekspansi ( monetary expansive policy) dimana suatu kebijakan dalam rangka
menambah jumlah uang yang beredar, kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran

4



dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian
mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini disebut juga dengan kebijakan moneter longgar.

Manajemen Moneter konvensional dan Islam.
a). Manajemen Moneter Konvensional

Konsep ekonomi moneter konvensional tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan
moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan
tingkat bunga yang dilaksanakan oleh bank sentral. Bentuk kebijakan moneter ini terdiri atas
kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif
adalah kebijakan umum yang bertujuan untuk memengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat
bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter kuantitatif memiliki beberapa hal yang meliputi
a). mengubah tingkat bunga dan tingkat diskonto, b). operasi pasar terbuka, ¢). mengubah tingkat
cadangan minimum.

Manajemen moneter adalah pengelolaan moneter yang bertujuan untuk menjaga
stabilitas nilai tukar mata uang, harga, dan perekonomian. Ini dilakukan oleh bank sentral suatu
negara melalui kebijakan moneter, yang mengatur pasokan uang yang beredar. Tujuan utama
kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat.
Manajemen moneter konvensional adalah konsep ekonomi yang menggunakan tingkat suku
bunga sebagai instrumen utama dalam kebijakan moneter. Bank sentral dapat menggunakan
kebijakan moneter konvensional untuk mencapai tujuan ekonomi mereka dengan mengubah
target suku bunga jangka pendek..

Konsep manajemen moneter konvensional adalah konsep ekonomi yang menggunakan
tingkat suku bunga sebagai instrumen utama dalam kebijakan moneter. Dalam konsep ini, bank
sentral mengubah target suku bunga jangka pendek untuk mencapai tujuan ekonomi. Tujuan
utama kebijakan moneter adalah mencapai stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi yang sehat

b). Manajemen Moneter islam

Konsep Manajemen moneter Islam adalah pengelolaan moneter yang berbasiskan pada
nilai-nilai Islam, yang diharapkan akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang
kondusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan pembangunan
ekonomi suatu negara. Kebijakan moneter Islam harus bebas dari unsur riba dan bunga bank.
Dalam Islam riba yang termasuk didalamnya unga bank diharamkan secara tegas. Dengan
adanya pengharam ini maka bunga bank yang dalam ekonomi kapitalis menjadi instrument
utama manajemen moneter menjadi tidak berlaku lagi. Islam memandang uang hanyalah sebagai
alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah flow concept, karenanya harus
selalu berputar dalam perekonomian. Indonesia termasuk negara yang telah menjalankan
instrumen kebijakan moneter syariah bersama dengan beberapa negara-negara lainnya.

Pada awal pemerintahan Islam dimana mata uang yang beredar adalah dinar dan dirham
yang diimpor dari Roma dan Persia, dimana nilai tukar pada saat itu yang berlaku adalah satu
dinar sebanding dengan sepuluh dirham, peranan uang dalam system moneter islam di Indonesia
dimana Di dalam sistem moneter Islam uang berfungsi sebagai alat tukar (Medium of Exchange)
dan uang sebagai satuan hitung (Unit of Account).

Kebijakan moneter sebenarnya tidak hanya mengutamakan suku bunga, bahkan sejak
zaman Rosulullah SAW dan Khulafur rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa
menggunakan instrument bunga sama sekali. Sistem moneter pada masa Rasulullah SAW
menggunakan dua logam mulia, yaitu emas dan perak atau yang dikenal dengan standar emas
dan standar perak. Kedua logam mulia ini dapat ditukar secara simultan satu sama lain.
Instrumen kebijakan moneter dalam Islam dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besa
yaitu (a) Kontrol Kuantitatif pada penyaluran dana dan (b) Methode yang dapat menjamin
alokasi pembiayaan dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan
produktif.

Konsep Ekonomi Moneter islam dimana Moneter dalam ekonomi Islam tidak hanya
menekan equilibrium antara permintaan dan penawaran uang akan tetapi juga mengupayakan
terjadinya pemerataan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan, sehingga tercipta distribusi
kekayaan dan pendapatan secara adil pula, Karena itu konsep uang dalam ekonomi Islam adalah
flow concept dan bukan stock concept. Konsep mengalir ini pada gilirannya akan mengharuskan
uang sebagai public property, di mana seseorang tidak boleh memperlakukan uang layaknya
private property.



Pada sistem moneter yang ada, bunga merupakan sarana yang digunakan sebagai sarana
kebijakan moneter untuk mengatur peredaran uang dalam masyarakat. Dan Islam tidak
memperkenalkan alat suku bunga ke pasar. Tujuan utama kebijakan moneter syariah di sini lebih
terfokus pada menjaga agar sumber daya ekonomi tetap beredar, Ekonomi Islam adalah sistem
ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Dalam ekonomi Islam,
riba (bunga) dilarang, serta ditekankan pada keseimbangan antara keuntungan dan tanggung
jawab social. Ada beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah, yaitu rendahnya
dukungan keuangan Syariah pada industri halal, belum adanya bank Syariah yang memiliki
asset, masih kurangnya SDM ekonomi Syariah yang mumpuni, terakhir kapasitas riset dan
pengembangan yang masih rendah.

PEMBAHASAN

Sesuai dengan latar belakang yang telah disampaikan diawal dimana sampai saat ini
masih terdapat beberapa permasalahan yang komplek yang terjadi tentang Kebijakan moneter
dalam ekonomi syariah di Indonesia dengan beberapa langkah solusi yang dapat dipertimbangan
sebagai solusi yaitu 1). Pengembangan Instrumen Moneter Syariah: 2). Koordinasi Antara Bank
Syariah dan Bank Konvensional: 3). Pengembangan Pasar dan Infrastruktur: 4). Pendidikan
dan Pelatihan: 5). Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah: 6). Integrasi dengan
Ekonomi Global:

Kebijakan moneter merupakan hal yang paling penting dalam pengendalian
perekonomian nasional. Namun, perbedaan sistem ekonomi yang berlaku akan memunculkan
pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional memiliki
pandangan yang berbeda tentang kebijakan moneter dengan system ekonomi islam. Sistem
ekonomi moneter islam merupakan sistem ekonomi Islam yang memiliki tujuan yang hendak
dicapai, dalam moneter islam diantaranya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.
Magqashid syariah menegagkan keadilan (Igamah al’ Adl) yaitu mewujudkan keadilan dalam
semua bidang kehidupan manusia dan menghasilkan kemaslahatan (jalb al maslahah), yaitu
menghasilkan kemaslahatan yang khusus untuk pihak tertentu. Nasution, A. M., & Batubara, M.
(2023).

Bank sentral sebuah negara pasti memiliki tujuan dari kebijakan moneter yang
diambilnya. Selama berabad-abad, kebijakan moneter dipandang sebagai suatu proses ganda:
memutuskan tentang jumlah uang beredar, dan memutuskan untuk mencetak uang kertas dengan
tujuan untuk mengkreasi atau menciptakan kredit. Sementara saat ini sebagai bagian dari
otoritas moneter, suku bunga (interest rate) tidak dikoordinasikan dengan bentuk lain dari
kebijakan moneter. Kebijakan moneter pada umumnya berada pada badan eksekutif, yang
merupakan perpanjangan tangan dari kekuasaan untuk mencetak uang. Proses pemantauan atau
pengendalian pasokan suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menstabilkan tingkat
inflasi atau mencapai kesempatan kerja penuh, dikenal sebagai kebijakan moneter. Menetapkan
suku bunga, persyaratan tingkat margin, kriteria kebijakan untuk bank, dan melayani sebagai
lender of last resort adalah contoh kebijakan moneter. Operasi pasar terbuka adalah senjata utama
kebijakan moneter. Husna, A., Atika, A., Wahyudi, S., & Soemitra, A. (2021).

Ekonomi Islam secara jelas telah membedakanantara moneydan capital. Dalam
Islam, Uang adalah adalah public good/milikmasyarakat, dan oleh karenanya penimbunan
uang (atau dibiarkan  tidak produktif) berarti mengurangi jumlah uang beredar.
Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Disamping itu penumpukan
uang/harta juga dapat mendorong manusia cenderung pada sifat-sifat tidak baik seperti tamak,
rakus dan malas beramal (zakat, infak dan sadagah). Sifat-sifat tidak baik ini juga
mernpunyai imbas yang tidak baik terhadap kelarigsungan perekonomian. Oleb karenanya
Islam melarang penumpukan/penimbunanharta, memonopoli kekayaan. Marzuki, S. N. (2021).
Dengan menyesuaikan jumlah uang yang beredar di seluruh perekonomian,
kebijakan moneter bertujuan untuk menjaga keadaan makroekonomi pada tingkat yang sesuai.
Kebijakan moneter memiliki fungsi penting dalam ekonomi syariah dalam menjaga stabilitas
mata uang dan membatasi hubungan antara penawaran dan permintaan uang. Tujuannya adalah
untuk mencapai ekspansi ekonomi yang cepat, distribusi pendapatan yang adil, dan
pengelolaan volatilitas ekonomi, penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi, dan
menjaga keseimbangan neraca pembayaran eksternal. Noviana, R., Ardian, E., Verdyansyah, D.,
& Oktafia, R. (2024).



Kebijakan moneter merupakan upaya dalam mengatur atau mengendalikan situasi
perekonomian di suatu Negara. Upaya yang ditunjukkan yaitu dengan mencapai pertumbuhan
ekonomi yang lebih tinggi yaitu dengan cara menstabilkan harga dan menghindari inflasi
, dengan menggunakan kebijakan moneter pemerintah juga dapat mempertahankan, mengawasi,
memperbesar atau memperkecil banyaknya jumlah uang yang beredar di suatu Negara. Abdianti,
D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023).

Kemaslahatan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dan menjadi
keniscayaan yang akan mendatangkan kebaikan atau kemudahan bagi manusia. 18 Wujud dari
kemaslahatan ini bagi manusia berupa menarik manfaat dan menolak mudarat. Kemaslahatan
manusia tidak terbatas pada ukuran tertentu dan tidak pula terdeteksi pada jumlah parsial
tertentu, akan tetapi kemaslahatan itu akan selalu muncul dan berkembang seiring dengan situasi
dan kondisi yang berfluktuasi mengikuti perkembangan dan perbedaan zaman. Gunawan, A., &
Barlinti, Y. S. (2022).



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian di atas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa
kondisi permasalahan yang terjadi saat ini dengan Langkah solusi yang dapat dipertimbangkan
adalah dengan 1). Pengembangan Instrumen Moneter Syariah: 2). Koordinasi Antara Bank
Syariah dan Bank Konvensional: 3). Pengembangan Pasar dan Infrastruktur: 4). Pendidikan
dan Pelatihan: 5). Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah: 6). Integrasi dengan
Ekonomi Global, beberapa konsep yang meliputi konsep dasar kebijakan moneter yaitu
Kebijakan moneter pada dasarnya bertujuan mencapai keseimbangan internal (pertumbuhan
ekonomi yang tinggi, stabilitas hargadan pemerataan pembangunan) dan keseimbangan
eksternal (keseimbangan neraca pembayaran) serta tercapainya tujuan ekonomi makro, yaitu
menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga,
serta neraca pembayaran internasional yang seimbang

Manajemen Moneter konvensional dan Islam, Konsep ekonomi moneter konvensional
tidak bisa dipisahkan dengan kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan
pemerintah dalam mengatur penawaran uang dan tingkat bunga yang dilaksanakan oleh bank
sentral. Bentuk kebijakan moneter ini terdiri atas kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan
moneter kualitatif. Kebijakan moneter kuantitatif adalah kebijakan umum yang bertujuan untuk
memengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian.

Manajemen Moneter islam, Konsep Manajemen moneter Islam adalah pengelolaan
moneter yang berbasiskan pada nilai-nilai Islam, yang diharapkan akan menciptakan stabilitas
harga dan perekonomian yang kondusif dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian
tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, Islam memandang uang hanyalah sebagai
alat tukar, bukan komoditas atau barang dagangan. Uang adalah flow concept, karenanya harus
selalu berputar dalam perekonomian.



DAFTAR PUSTAKA

Abdianti, D., Restu, A., Al Ayyubi, S., & Hidayat, F. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam
Perspektif Ekonomi Islam. Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi, 1(3), 213-226.

Ajuna, L. H. (2017). Kebijakan Moneter Syariah. Al-Buhuts, 13(01), 104-117.

Gunawan, A., & Barlinti, Y. S. (2022). Pengaturan Giro Wajib Minimum Bank Syariah Sebagai
Sebuah Instrumen Kebijakan Moneter Dalam Pandangan Magashid Shariah. PALAR
(Pakuan Law review), 8(2), 473-485. DOI: 10.33751/palar.v8i1.5119

Husna, A., Atika, A., Wahyudi, S., & Soemitra, A. (2021). Pengaruh Kebijakan Moneter
Terhadap Kinerja Bisnis Perbankan Syariah. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 21(2), 215-
225.

Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi
Modernisasi, 11(2), 124-134. https://doi.org/10.21067/jem.v11i2.873

Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. Al-
Igtishad: Jurnal Ekonomi, 12(2), 201-216. DOI : 10.30863/aligtishad.v12i2.1757.

Nasution, A. M., & Batubara, M. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem
Perekonomian Indonesia. Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI), 7(1), 144-154.

Noviana, R., Ardian, E., Verdyansyah, D., & Oktafia, R. (2024). Peran dan Konsekuensi
Kebijakan Moneter dalam Ekonomi Syariah. Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen, 2(2),
91-99. https://doi.org/10.59024/jise.v2i2.678

Rahmawati,Anita, (2009). Ekonomi Makro Islam. Kudus: STAIN Kudus.

Vina Sri Yuniarti, (2016). Ekonomi Makro Syariah. Bandung:CV Pustaka Setia.



https://doi.org/10.21067/jem.v11i2.873

